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BUPATI MELAW
I
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

ENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUS
U
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DANN

UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun
2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka setiap
usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib
Amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirr}aksud huruf a
diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupali Melawi tentang Jenis
Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UKL-UPL) Serta Surat Pernyataan Ke§anggupan Pengelo}aan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) D1 Kabupaten Melawi.

U 3 Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

D23:n§1:£d$3grati Jan Ekosistemnya (LembaranLNe%ara Re§:b1;§

Indonesia Tahun 1990 Nomot 49, Tambahan Lembaran ga

Republik Indonesia NomoT 3419);

—

n 1999 tentang Penyelenggara
> gndang—Undasg };Tlogna(;i' 28 Tahu_ Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
egara yang beErsi

i i 9 Nomor 75,
(Lembaran Negara Republi ia Tahun 1999 No

k Indones . .
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Pembentukan
Tahun 2003 teptang _ :
et e 212 0, T LS
Babupaten Melawi aﬂa G blik Indonesia Tahun 21?} 3 Nomor 149,
ngggﬁr;ggﬁal{legam Republik Indonesia il



10.

i1,

12,

13.

14,

. » Tam
Indonesia Nomor 4959). bahan Lembaran Negara Republik
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 139
i i T, b
Republik Indonesia Nomor 5058); - o OB

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentar}g
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3853);

: 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Peraturan Pemerintah BOmF aran Air (Lembaran Negara
Kualitas Air dan Pengendalia L PERCEINatz 1o o 0 Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomoerdl ?3, am
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
012 tentang Izin
. omor 27 Tahun 2 :
Pfaraturan Pemer;)r;aahn gegara Republik Indonesia _Tahug 2012
11:11ngkun§gn rﬁ‘Lerrll) e Lembaran Negara Republik Indonesia
omor 48, Tam
Nomor 5285); .
101 Tahun 2014 tentang
ah Nofgé);bahaya dan Beracun (Lembaran
Bahan Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan
llillndonesia Nomor 5617);

Peraturan Pemerint
Pengelolaan Limbah
Negara Republik Indones:
Lembaran Negara Republi



Peraturan Da, s
feritEng Rencag:}rlp ai(al:éupaten Melawi Nomor 7 Tahun 20165 36

2016 - 2036 (Lemb aIt'jlanuang Wilayah Kabupaten Melawi Tahun
| Nomor 7, Tambahan Lemgaerah Kabupaten Melawi Tahun 2016
| 164). aran Daerah Kabupaten Melawi Nomor

.1, Peraturan Menteri Negara 1; ]
rhatil‘an : 2012 tentang Jenis 1%61’108.1112 gll?slarfan Hidup Nomor 05 Tahun
g Wajib Memiliki Analisis Meng a Dan/Atau Kegiatan Yang

. . enaj Dam 2 .
(Berita Negara Republik Indonesia TahunPQaécl zldllillc%nk;?gfla&)'}hdup

2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun

2012 tentang Pedoman Pen:
: : yusunan Dokumen Lingku i
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No%norn ggg)?hdup

3. Per1a2turan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun

12\0 " 'tergang Pedc?man Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses

nalisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);

4, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun
2913 tentang ’I“ata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan,

5. Peraturan Bupati Melawi Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten
Melawi Tahun 2014 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

tipkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MELAWI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
} am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
} i Dacrah adalah Kabupaten Melawi.
i . Pemeﬁntah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara

Pemerintan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

Mening;
r Benladl kewenangan daerah otonom.
1 Dl‘lp ati adalah Bupati Melawi.
Inag Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Dinas

Lin :
- gkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Melawi. | |
*Pala Dingg Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hiduj

aby
§ Paten Melawi.
Cm ;
Takarsa adalah penanggungjawab usaha dan/atau Kegiatan.



gkllngan Hidup adalah kesatyay, Tuang d
in . €ngan g
f g maKhIUk hidup, termasuk manusig “mta benda, daya, keadaan,357

itu sendiri, kelangsungan perikehiq

mell
gan penegakan hukum.

) gencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya
gisingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah

ingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun
waktul tertentu.

. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat

menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan
dampak terhadap lingkungan hidup.

;11, pampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar

yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

). Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

% B. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

: 14.

selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dan dari
Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan
Plmantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha
dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-

UPL,

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk

hidup» zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah
itetapkan,
“in linglungan adalah izin yang diberikan kepada setiap or

Uaha dap /atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL—. e
Derlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat un

ang yang melakukan
UPL dalam rangka

oy .
“Mperoleh izin usaha dan/atau kegiatan-
2 . ;
u;“ Usaha dan/atau kegiatan adalah 121t yang diter
e Melakukan usaha dan/atau kegiatan.

bitkan oleh instansi teknis



KL-UPL yan .
dokumen U yang memuat dasar pertimbangan dikeluark
yKL-UPL dan pernyataan penolakan UKL-UPL annya penolakan

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2
pungsi penyusunan UKL-UPL adalah :
gebagai pedoman dalam pelaksanaan untuk mencegah, menanggulangi dan
mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
b, Sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan
dampak positif yang ditimbulkannya.
c. Sebagai pedoman kepada Pemrakarsa di dalam melaksanakan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup.
d. Membantu proses pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam
pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
e. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah tentang ketaatan perusahaan
dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Tujuan Penyusunan UKL-UPL adalah :

a. Untuk mengidentifikasi kegiatan dan dampak yang ditimbulkan terhadap

lingkungan hidup.
b. Untuk mengetahui kondisi lin
.. Merumuskan  langkah-langkah
Penanggulangan dan pengendalian dampak negatif

gkungan di sekitar usaha dan atau kegiatan.

dalam melakukan pencegahan,
yang terjadi akibat

i itif akibat usaha
Merumuskan langkah-langkah peningkatan dampak positil axiba
dan/atau kegiatan.

Merumuskan langkah~1angkah pe
Mengetahui efektivitas pengelolaat lin

gkungan hidup untuk

mantauan lin
yang dilakukan.

gkungan hidup
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JENIS USAHA KEGIATAN SERTa
JENIS DOKUMEN PERIZINAN yang DIPERSYA
RATKAN

| tau kegi ;
oisP asaha dan/atau kegiatan yang tidak termagyy dalam kriteri ..
) % memiliki dokumen UKL-UPL, Rl AWDAL
ajt

| s saha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-

f)

UPL sebagaim i

cbagaimana tercantum pada lampir e e imelsud ayat

K o piran [ yang tidak terpisahkan dalam
peraturart Bupati inl.

i . dan/atau kegi 3

[3) getiap usaha / ) glatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal

 gan tidak termuat pada lampiran I Peraturan Bupati ini wajib mempunyai SPPL.

Pasal 4
prubahanl jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3),
wrannya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

penga
BAB IV
PENYUSUNAN UKL-UPL
| Pasal 5
i) Formulir UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu
Usaha dan/atau Kegiatan.
0 Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. identitas pemrakarsa;
b. rencana usaha dan/atau kegiatan;

¢. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta
pemantauan lingkungan;

d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
dibutuhkan; dan

¢ pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang
tercantum dalam formulir UKL-UPL.

Daftar Pustaka; dan
¢ Lampiran data dan informasi yang dianggap perlu at . "
1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebu

au relevan, antara lain :

secara prinsip dapat dilakukan;

2. bukt; ana lokasi usaha
kti formal bahwa renc Jaku (kesesuaian tata ruang

dan/atau kegiatan telah sesuai

deqy tata ruang yans be
g3 rencanm nasi Perencanaan Tata Ruang

ditunjukkan adanya dari Badan Koordi ng jawab di bidang
Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggu

Penataan ruang);

3. informasi ...



Imaksud pada ayat (

. edoma isi
p) 5 qual dengan P N pengisian formulir UKL.

i IV Perat ;
o0 Lampiran eraturan Menterj Negara

2) dilakukan
UPL Sebagaimana tercantum

Llngkunga.n Hidup Nomor 16

palarm hal lokasi rencana Usaha dan/atay Kegiatan tidak sesuai dengan rencana
ata TUANE; UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada
pemrakarsa.

Pasal 7
snrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL, dalam hal:

, Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan /atau
Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di
dalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan/atau

Pembinaan dan/atau pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan
oleh lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah non kementerian,

satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten /kota;

Pasal 8
0} Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Melawi dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.

Y Dalam hal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi bertindak sebagai
Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menjadi penyusun UKL-UPL.

BABV
TATA CARA DAN PROSES PENERBITAN
REKOMENDASI UKL-UPL

Pasal 9 ,
ngkungan Hidup

Erakarsa mengajukan UKL-UPL kepada Kepe'a Dinaj kLl- dalam wilayah
Upg _ iatan berlokasl
lbup ten Melawsi, apabila usaha dan/atau keg

aten Melawi;

Pasal 10 ...



sal 7 . .
| 7 , Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten -
}(6? . aan UKL—UPL sebagaimana dim aksud pa

tl

/)

§

awi memberikan tanda bukti

A da ayat (1) kepada pemrakarsa

¢ s
P welah memenuhi format penyusunap UKL-UPL

ayat (2), melakukan
;i pemeriksaan UKL-UPL . ¢h Bidang yang
mcnangan p pada Dinag Lingkungan Hidup Kabupaten

elai:
Pasal 11

gepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi wajib melakukan
pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha
dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14
empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL.

Untuk kelancaran pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dibentuk tim Pemeriksa Substansi UKL-UPL yang beranggotaan SKPD
ieknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL serta

memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib

menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi wajib menerbitkan
rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-
UPL yang telah lengkap atau telah disempurnakan oleh pemrakarsa.

Dalam hal Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi tidak melakukan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan

rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
UKL-UpL, yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap

ttlah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Melaw;.

Pasal 12

"homendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (4) dapat berupa:

a,
b persemjuan; atau
" Penolakan.

(2) Rekomendasi ...

sl



ndasi berupa persetujuan b
ﬂ"'komc aling sedikit memuat: UKL*UPL sebagaimana di =
L & P ' maksud pada aya (1)

jonis 120 PET lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

puruf b, paling sedikit memuat:
| .. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
| p. pernyataan penolakan UKL-UPL.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
) Apabila terdapat perubahan akibat perkembangan usaha dan/atau kegiatan
maka pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL atau Amdal baru.
f) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada
pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

® Biaya administrasi dan persuratan, pengadaaan peralatan kantor untuk

menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan rekomendasi
UKL-UPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi.

| BAB VII
| PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 14

Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi melakukan

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan UKL-UPL.

Sentuk dan tata cara pengawasan dan pembinaan sebagaimana
perundang—undangan.

dimaksud pada
at (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan

Pasal 15 aan, Bupati

embi
1 :Htuk membanty kelancaran pelaksanaan pengawasankdin p
ait.
o Membentuk Tim yang terdiri dari unsur SKPD ter

(2) Dalam hal ...



a1 . .
!ﬂl P s pemerintah lainnya dalam ———— Peran serta masyarakat
| dai’adap pemberian rekomendasi UKL-Upy, Pengawasan dan pembinaan
| tﬁfh "
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

indtt dan/ ata‘:‘ re]fcomenda.lsi yang telah diterbitkan atas suatu usaha dan /atau
yﬂ; jang wajib dilengkapi UKL-UPL sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini
g;at masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku pI(:rizinar,l
dm gl rekomendaSi dimaksud, dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan

dﬂf‘n on Peraturan Bupati ini.
jet?

b
K

BAB IX
PENUTUP
Pasal 17

peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Melawi Nomor 49

pda saat

| ghun 0011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Menyusun Dokumen
lpaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Di

fabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 45) dicabut
in dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18
kraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

“m dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

! Ditetapkan di Nanga Pinoh
| pada tanggal 28 Vesambrr 2017

BUPATI MELAWI,

i Dlu
1Dad2dt2n gkan di Nanga Pinoh
}{ nggal 3§ Nescmru 2017

Sk
"RETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI

Y]
leO TITUS MULYONO

AHUN 2017 NOMOR

i
By
- A DAERAH|KABUPATEN MELAWLT



